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Menindaklanjuti paparan rancangan Renstra Mahkamah Agung 2025-2029
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Tujuan 1 : Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandirl dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara dan Berkeadilan

1

Terwupdnys proses
peradilan yang efektif,

transparan, akunlabel,

responsil dan modern

s

. Kinerja pgnginman sakinan pulusan untuk perkara Pidana, Fidana Mililer, Jlnayal dan perkara pada DILMILTI sebagai Pengadilan Tingkat

Pertama dihitung sejak diki Y p yang dilakukan secara elekironik/ko
wakiuy menurut ketentuan yang bedaky sesuai dengan penjelasan sabagai berikut :

a. Kinerjz untuk pengiriman sakinan putusan dengan melode pengiiman elektronik dihitung sejak salinan putusan dikinmkan metalui domisil
elekironik para pihak;

. Kinerja unluk pengivinan salinan puiusan melslui jurysita dibitung sej?k salinan putusan diterima oleh para pihak;

1 lercatat dengan matode dan batas

i sural

<. Kinerja untuk pengiriman
pengiriman.

puUtusan pihak katiga dihilung sejak salinan pulusan diserabkan kepada jasa

tersediafdikiimkan
kepada para pihak
100%

1.1 Persenizse 1. Indikator ini bertujuan unluk memben kepastian hukurm kepada para pihak pencari keadilan, Jumlah perkara yang Parsen Kepani & Badan
"3“’:3'?9':‘“‘5:::” 2. Untuk mangukur penyelesaian perkara sacara tepat wakly sesuai standar dan ketentuan yang berlaku. fﬁfﬁ:‘m‘?ﬁ& Peradilan
S&ca . - . " . . i ju
3. Parhitungan penyslesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali serta kewenangan Jainnya secara tepat wakiu yaitu perkara yang
a. Sejak perkara diregister pada Panilera Muda Perkara sampai dengan pengiiman salinan putusan ke pengadilan pengaju, kecuali unuk perkara. | @iselesaikan x 100%
perkara yang jangka wakiv pemeriksaannya ditentukan lain oleb peraturan perundang-undangan;
b. Penyglesaian perkara hak wji malenil dan perimbangan grasi yang diputus sampai dengan diberitahukan isi put L da para pihak alay
pengadilan pgngaju sesyus dengan standar dan ketentuan yang berlaky;
¢. Kewenangan lainnya ialah
1} Penyelssaian Sengketa Kewenangan Mengadil;
2} Menguji peraturan perundang-undangan dibawah undang-undang dengan undang-undang (hak uji mabenil);
3} Kewenangan lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan amtara lain :
- Uji pendapa;
- Pelanggaran Administrasi Pemilihan (PAF}.
4, Uniuk Peritungan penyelasaian perk tingkat banding secara tepat waklu yaitu :
a. Penyslesaian parkara lepat waktu yailu penangan perkara sejak perkara mendapalkan nomor register pada tingkat banding hingga perkara di
minutasi;
b Temmasuk perkara perbedaan pendapat pada DILMILTAMA.
5. Untuk Perhitungan penyelesaian perkara tingkat pertama secara tepat waktu yaitu :
a. Penyelesaian perkara tepat waktu yailu penanganan perkara sejak perkara mendapatkan nomor regisler hingga p di minukasy,
b. Minutasi adalah penysrahan bundet berkas perkara dan majelis hakim ke kepaniteraan;
¢. Termasuk perkara pada DILMILTI dan PTTUN sebagai lingkat pertama.
1.2 Persentase 1. Indikalor i berujuan untuk beni kep hukum kepada para pihak pencar keadilan. Jumlah Salinan Putusan Parsen Badan Peradilan
pengiiman salinan 2. Uniuk mengukur pengiriman salinan putusan oksh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju lepal waklu sesvai standar dan yang Dikirmkan kepada
pulusan tepat waktu okh kelentuan yang beraky. Pengadilan Pengaju
| pengadilan tngkal 3. Kineria dihi sk dikiri " p o . ) secara tepat waktu
| banding kepada . hmi"al- ihilung sejak dikinmnya salinan putusan yang dilakukan secara eleklr tercatat dengan penjelasan sebageai dibagi Jumlah perkara
pengadilan pengaju EFIRUL yang dikirimkan kepada
a. Pengifiman salinan putusan tepat waktu sesuai dengan metode dan batas waktu menurut ketanbuan yang beraky; Fengadilan Fengaju x
b. Kinerja untuk pengiriman salinan pulusan dengan metode pengiiman lekironik dihitung sejak salinan pul dikiri S|P ke pengadil U
pengaju;
¢. Kinena unluk peng salinan put melak,i surat lercalat/pihak keliga dihitung sejak salinan putusan diserahkan kepada jasa
pengiriman.
1.3 Persentase 1. Indikater ini bertujuan untuk beri k hukurm ) da para pihak pencan keadilan. Jumlah salinan putusan Persen Badan Peracilan
penysdiaanigengiiman 15 i mengukur penyediaan/pengiri finan g oleh pengadilan lingkat pertama kepada para pihak tepal waktu sesusi standar dan yang tersediadikirimlcn
salinan pulusan lepat kelentuanr;?ang b‘:!a;‘u_ . N pengad grat pe para p paLw ' r kepada para pihak
waklu aleh pengadidan secara tepat waktu
{ingkat pertama kepada 3. Untuk perkara Perdata, Perdata Agama, TUN, dan PTTUN sebagai Pengadilan Tingkal Pertama, kinerja dihilung sejak lersedianya salinan dibagi Jumlah safinan
para pihak putusan yang telah diupload pada SIP (Sistem informasi Pengadilan). putusan yang




1.4 Persentase pengiriman
petikan/pemberitahuan isi
putusan tingkat banding,
kasasi dan PK secara lepal
wakiu oleh pengadilan
pengaju kepada para pihak

i bertujuan untyk member kepastian hukum epada para pihak pencar keadikan.

ju tepat

2. Untuk mengukur penginman pehikan/pamberial isi pul gaj

wakiu sesual standar dan ketentuan yang berlaku,

tingkat banding, kasasi dan PK kepada pars pihak cleh pengadilan p

Kinerjs pemberilah

sebagai berikul ;

a. Kinerja untuk pemberitabuan isi putusan dengan melode p
eleklronik para pihak;

b. Kinerja untuk pemberitabuan isi putusan melalui jurusila dihilung sejak isi putusan diterima oleh para pihak;

c. Kinerja uniuk pemberilahuan isi putusan metalui sural lercatat/pihak ketiga dihitung sejak isi putusan diserabkan kepads para. pihak melalui
jasa penginman.

(=]

isi pul

1 perkara pevdata, perdata agama, dan TUN dihitung sejak dilakukan genginman dengan penjelasan

1 ihitung sejak isi pulusan dikirimkan matalei domisili

4 Kinera pengiri perkara pidana, pidana militer, dan jinayat kinerja dihitung sejak dilakukan penginman dengan  penjelasan
sebagai berikui :
a, Kingrja untuk pengiriman petikan isi putusan dengan metode penginman slektronik dibitung sejak petikan putusan dikirimkan melakul
domisili &lekironik para pihak;
b. Kinerja untuk pengiriman petikan isi pulusan melalui jurusita dibitung sejak petikan putusan diterima oleh para plhak;
c. Kinerja untuk pengiriman petikan isi pulusan melalui surat tercatatipibak ketiga dihitung sejak petikan pulusan diserahkan kepada para pihak
melalui jasa pengiriman,

1 petikan isi p

p P isi
pulusan yang
lersediaidikinmkan
#epada para pihak secara
tepat waklu  dibagi jumlah
petikanfsi putusan
Banding, Kasasl dan PK
yang diterima pangaditan
pengaju x 100%

Badan Peradilan

1.5 Persentase pengiriman | 1. Indik ini beruj uniluk beri kepastian hukum kepada para pihak pencan keadian. Jumilah sakinan pubusan Persen Peradilan Umum,
::1“::: ﬁ;::‘;n"ﬁﬁttf;zn 2. uniuk kur pengiriman putusan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tingkat banding, kasasi dan PK tepat waklu  sesuai yan'?eptad ai p:;d:(i':::‘a" Per::::glgginﬂ:,e?an
jinayat tingkat handing, metode dan batas wakiu menurut ketentuan yang berlakuy. secara tepat waklu dibagi
kasasi dan PK tepal wakiu |3, Kinerja pengiri linan putusan perkara pidana, pldana militer dan jinayat kinefja dihitung sejak dilakukan pengiri denpan penjelasan jumlah salinan putusan
aleh pengadilan pengaju sebagai berikut : Banding, Kasasidan PK
kepada para pihak a. Kinerja untuk pengiriman salinan putusan dengan pengiriman elekircnik dihitung sejak sakinan pulusan dikinmksn melaki domisili yang diterima pengadilan
elektronik para pihak; pengaju x 100%
b. Kingrja untuk penginman salinan putusan melaki jurusita dihitung sejak salinan pulusan diteima oleh para pihak;
¢. Kingrja uniuk pengin linan pulusan lui sural fpthak keligs dihitung sejak salinan putusan diserahkan kepada jasa
pengiriman,
1.6 Persentase putusan Indikater ini berujuan unluk mengukur kepatuhan pengacilan lingkat pertama, fingkat banding dan Mahkamah Agung untuk melakukar unggah Jumlah putusen yang Persen Kepanitaraan dan Badan
pengadilan yang diunggsh | pulusan pada direkton putusan. diunggah pada direktori Peradilan
pada direkton  putusan putusan dibagi jumlah
putusan yang telah
diminutasi x100%
1.7 Persentase putusan Indikator ini betujuan unluk mengukur jumiah putusan Mahkamah Agung yang lidak dimintakan pembelulan atas kesalahan redaksional, Jumlah putusan yang Persen Kepaniterasn

Mahkamah Agung yang
tidak dimintakan
pembetulan atas
kesalahan redaksional

tidak dimintakan
pembetulan dibagi
jumlah putusan yang
dikirim ke pengadilan
pengaju x 100%




" [1.8 Persentase prlc n1.

.h.lmlh perkara yang

Peradilan Urnm, dan

perkara pidana, jinayat dan
pidana militer yang
dilimpahkan secara
elektronik (2-Berpatu)

2. Laysnan perkara pidana meliputi pelimpahan berkas perkara, permohonan upaya paksa dan perizinan yang diajukan secara elektronk
melabui aplikasi e-Bearpadu.

pidana yang diajukan
secara elektronik dibagi
jumlah layanan perkara
pidana x100%

Indikatar ini berujuan untuk kepastian hukum kepada para pihak pencari keadilan. Persen
berhasil diputus dengan 2. Unluk mengukur perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif merurut ketsntuan yang beraku, diputus dengan Peradiian Militer
pendekalan keadilan ] i ] ) . pendekatan keadilan
restoratif 4. lindzk pidana yang dilakukan merupakan tindak pidana ringan atau kerugian Korban bemilai tidak lebih dan Rp2.500.000,00 {dua jula lima ratus | restoratif dibagi jumlah
ribu rupiah) atau tidak lebih dari upah minimum peovinsi setempat; perkara yang memenuhi
b. tindak pidana merupakan delik aduvan; kualifikasi penerapan
¢ tindak pidana dengan huk | 5 {lima) tahun penjara dalam salah satu dakwaan, lermasuk lindak pidana jinayal pendekatan keadilan
menurut ganumn, resloratif <100%
d. tindak pidana dengan pelaku Anak yang diversinya tidak berhasil; atau
e. tindak pidana ialu lintas yang berupa kejahatan.
3 Hakim tidak b g pkan keadilan restoratif dalam hal :
a. Korban atau terdakwa menolak untuk melakukan perdamaian;
b. Terdapal relas! kuasa, atau
c. Terdakwa mengulangl Undak pidana sgjenis dalam kurun wakby liga tahun sejak L lesai jalani p t pengadilan yang telah
berkekualan hukum tetap.
4 HKeberhasilan perkara keadilan restoratidf berdasarkan PERMA terkait keadilan resioratif -
4, Penjatuhan pidana percobaan alau penjatuhan pidana pengawasan dan pidana kerja sosial |
b. Pemulihan kerugian korban.
S Perkara yang memenuhi kualifikasi penerapan pendekatan keadilan restoralif adalah perkara yang Jhi kriteria sebana dimaksud
sesuai dengan kelenluan berlaky.
1.9 Persentase perkara 1. indikatar inh bertyjuan untuk mengukur perkara yang bedhasil disebesaikan melalui mediasi. Jumlah perkara yang Persen Badan Peradilan Umum
yang berhasil diselesaikan |2 Parkara yang berhasi! diselesaikan Mediasi melputi: berhasil disslesaikan dan Badan Peradilan
melalui e a. perkara yang berhasil did ik luruhnya dengan akta perdamaian atau pencabutan perkara; n_‘nelafu: mediasi dibagi Agama
b. dan perkara yang berhasil didamaikan sebagian Jumiah perkara yang
) - wajib dilakukan mediasi
3. Kinerja medissi dihitung atas keberhasilan mediasi yang dilsksanakan oleh mediator hakim ataupun non hakim. x100%
1.10 Persentase perkara 1. Indikater ini bertujuan untuk memben kepaslian hukum kepada para pihak pencar keadian. Jumlah perkara anak Persen Badan Peradilan Umum
anakyangberhasil 15 ynnk mengukur tingkat keberhasilan penyelesaian perkara. dengan pendekatan keadilan restoralif melalui diversi menurul ketentuan ~ yang berhasil dan Badan Peradilan
diselesaikan melalui diversi perundang-undangan yang beraku. diselesaikan sacara Agama
3. Diversi yaitu perkara anak yang digncam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana d:;i:;";:gu‘;:;h
. memenuhi syarat diversi
4. Definisi perkara anak yang berhasil didiversi adalah adanya penelapan diversi berhasil dari kelua pengadilan dan penetapan hakim untuk *100%
penghentian pemeriksaan perkara.
1.11 Persentase perkara 1. Indikator ini bertujuan untuk mengukur jumlah perkara perdata yang menggunakan admini i perkara dan p langan sgcara elektronik di Jumlah perkara Perdata Persen Badan Peracilan Urmnum
perdata dan perdata lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama. dan Perdata Agama yang dan Badan Peradilan
agamayang menggunakan | agministrasi perkara secara elekironik adalsh kaian proses p 1 gugataniy honan/keberatarvbantahan/per) vensi, |diajukan menggunakan e- Agama
e-Court penerimaan pembayaran, penyampaian panggilanipemberilahuan, jawaban, replik, duglik, simputan, penerimaan upaya hukum, serta Court dibagi jumiah
pengelalaan, penyampaian dan penyimg dol perkara perdalafperdala ki jperdata ag usaha mililer/tata usaha negara perkara Perdala dan
dengan menggunakan sisiem elgktronik. Perdata Agama yang
diajukan x100%
3. Persidangan secara Elel ik adalah gkaian proses memeriksa dan gadili pert oleh Pengadilan yang dilaksanakan dengan
dukungan teknofegi informasi dan komunikasi.
1.12 Persentase perkara Untuk mengukue persenlase jumlah perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang dikmpahkan secara i {alui e-Berpad Jumiah perkara pidana Parsen Badan Peradilan Umum,
pidana, jinayat dan pidana yang diimpahkan secara Badan Peradilan Agama,
militer yang dilimpahkan elektronik dibagi jumiah dan Badan Peraditan
|secara ebektronik (&- perkara pidana x100% Mliliver
Bamadu}
1.13 Persentase layanan 1. Untuk mengukur perseniase jumlah layanan perkara pidana, jinayat dan pidana militer yang menggunakan e-Berpad. Jumlah layanan perkara Persen Badan Peradilan Umum

dan Badan Peradilan Militer




1.14 Persentase uya

Jumilah upaya hukum

-

. Nilai Kinarja Perencanaan Anggaran:
a, Efeklifitas dengan nilai T5% yang terdiri dari
- Capalan {rdlikator Sasaran Sirategis K/L {25%)
- Agregasi Capaian (KP. Unit Eselon 1 (25%:)
- Agrggasi Capaian RO Satker {(30%)
k. Efgsiensi 25% yailu agregasi nilai efesiensi satker

(5]

. Nilai Kinerja Pelzksanaan Anggaran lerdin dari
a. Revisi DIPA (10%)
b. Penyerapan Anggaran (20%)
¢. Penyelesaian Tagihan (10%)
d. Digpengasi SPM (5%)
& Deviasi Hal. 3 DIPA (10%)
. Belanja Kontraktual (10%)
g. Pengalolaan UP dan TUP [10%)
h. Capaian Output [25%])

KL = {Nilai Kinerja
Perencanaan + Nilai
Kinerja Pelaksanaan)/ 2

Indikater ini bertujuan untuk mengukur jurnlah upaya hukum banding perkara perdata dan perdala agama yang diajukan menggunakan e-Court, Persen Peradilan Umurn,
hukum banding perkara Banding yang Peradilan Agama, dan
perdata dan perdata didaftarkan secara e- Peradilan TUN
agama di pengadilan yang Court dibagi jumiah
menggunakan e- Court perkara yang

mengajukan upaya
hukum Banding x100%
2 |Meningkatnya Tinghat 2.1 Indeks Survei Penilaian |Patal survei dilakukan cleh KPK. {Responden yailu internal Mahkamah Agung) Indeks Survei Penilaian Persen Badan Pengawasan
Keyakinan dan Integritas Inlegritas
Kepercayaan Publik
2.2 Indeks Kepatuhan Indeks Kepatuhan Pelaporan LHKPN. Indeks Kepatuhan Persen Badan Pengawasan
Pelaporan LHKPN Pelaporan LHKPN
2.3 Persentase Sejak pengaduan diterima pada Badan Pengawasan (diregister pada aplikasi SIWASMARI) sampai deng lesai p v pengaduan. Jumlah penanganan Persen Badan Pengawasan
Penanganan Pangadyan pengaduan yanyg
yang Tepat Waktu diselesaikan tepat wakiu
dibagi jumlah
pengaduan yang
diterima x100%
2.4 Persenlase Rekamendasi hasil pengawasan/pemeriksaan oleh Badan Peng ‘Badan P iksa Keuangan yang ditindakianjuli oleh satuan kerja, Jumlah rekamendasi Persen Badan Pengawasan
Rekomendasi Hasil yang ditindaklanjuti
Pengawasan yang dibagi jumiah
Ditindaklanjuti rekomandasi hasil
pemenksaan x100%
2.5 Indeks kepuasan Indeks ini berujuan unluk mengukyr kepuasan masyarskat pencan keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kiiteria sebagai berikut: Indeks kepuasan Indeks Badan Peradilan
pengguna layanan 1. Persyaratan: pengguna layanan
pengadilan berdasarkan 2. Sislem, Mekanisme, dan Prosedur: pengadilan
standar layanan yang 3. Waktu ’Penyalesaian;
ditetapkan 4. Biayal Taril,

5. Praduk Spesifikasi Jenis Pelayanan;

6. Kompetensi Pelaksana;

7. Perilaku Pelaksana;

8. Penanganan Pangaduan, Saran dan Masukan;

9. Sarana dan Prasarana;

Tujuan 2 : Mawujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern dan Profesional
3 |Terwujudnya Manajemen 3.1 Nilai Akuntabilitas Nilal Akuntabilitas Kinerja Instansi Pererintah, Nilai AKIP Nilai Biro Perencanaszn
Peradilan yang Kinerja Instansi
Transparan dan Femerintah
Profesionat
3.2 Nitai Kinerja Anggaran | Nilai Kinerja Anggaran lerdini dari 50% Nilai Kinerja Pergncanaan Anggaran dan 50% Nilai Kineria Pelaksanaan Anggaran. Nilai Kinarja Anggaran Nilai Bire Perencanaan dan

Biro Keuangan




Index Sistem Ment

Biro Kepegawaian

3.3 Incex Sistern Menit Tujuan Index Sistem Menit Indeks
1. Mergknui ASN yang profesional dan berintegritas dan palkan pada jabatan-jabatan birokrasi pemerintah sesuai kompetensi.
2. Mempenahankan ASN melalul pembenan kampensasi yang adil dan layak.
3. Mangembangkan kemampuan ASN melalui bimbingan dan diklat.
4. Melindungi karir ASN dari politisasi dan kebijakan yang bertenlangan dengan prinsip merit {nep dan primorcdialisme).
3.4 Indeks Pengelolaan Aset|Alal pengukuran kualitas pengelolaan barang milik negara berdassrkan keputusan Menteri Keuangan, Indeks Pengelclaan Indeks Birp Perlengkapan
Asel
3.5 Indeks P Komp Penilaian Indeks P 1 Pembangungan Nasional Meliputi ; 3 Indeks Perencanaan Indeks Biro Perencangan dan
Pembangunan Nasional 1. Integrasi adalah komponen untuk mengukur kelerpaduan perencanasn pembangunan antar dokumen g 1 dan merup koordinasi Pembangunan Nasianal Organisasi
perancanaan di tingkal K/L pusat. Knmponen penilaian dari integrasi lerdin atas:
4. Kepatuhan Renstra K/L terhadap RPJMN;
b. Konsi i Renja K/L terhadap Renstra KL,
<. Kepaiuhan Renja K/L terhadap RKF; dan
d. Kepaluhan terhadap FSN.
2. Sinkronisasi adalah indikator untuk mengukur keterpaduan dukungan snggaran KiL untuk membiayai Rincian Outpul Prioritas yang ditetapkan
chalam RK serta mengukur kesesuaian Pagu Anggaran lintas dok 1 per: I penilaian dari sinkeonisasi terdir atas:
a. Kepaluhan Anggaral K/L uniuk meambiayai Rincian Qutput Prioitas RKP pada tahun perencanaan;
b. Kesesuaian Pagu Anggaran RKA dengan Pagu Anggaran Renja K/L: dan
. Kepaluhan Anggaran K/L untuk membiayai Rincian Output Prioritas RKP pada tahun pelaksanaan.
3. Kelerhul P Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja adalah indikator uniuk mengukur keterhubungan antara perencanaan
kinerja |nslans: dengan substansi perencanazan pembangunan, Komponen dan indikator ini terdiri dari 1 {salu) sub- komponen yaitu target dan
P la] jadi largel dan sasaran kinena lembaga terkait.
3.6 Pradikal opini WTP Pengertian Opini adalzh pemyataan prefesional sebagai kesimpulan p it genal tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan| Opint laparan kevangan Opini Birg Keuangan

keuangan

oteh BPK




Rancangan Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung 2024-2029
1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi penanganan perkara untuk mewujudkan peradilan
yang inklusif dan berkeadilan
e Melingkupi program dan kegiatan di area akses keadilan (posbakum, sidang keliling,
akses pada kelompok rentan), modernisasi sistem penangana perkara melalui e-court,
e-litigasi, e-berpadu, eksekusi/pelaksanaan putusan
2. Membangun integritas dan profesionalitas hakim dan aparatur pengadilan
o Meliputi program dan kegiatan di area pembinaan SDM termasuk status-hakim, seleksi;
jenjang karier, pendidikan dan pengembangan kompetensi, serta. pengawasan bagi
hakim dan aparat peradilan teknis dan non-teknis
3. Meningkatkan kapabilitas organisasi badan peradilan yang mandiri, modern, dinamis dan
akuntabel
¢ Meliputi program dan kegiatan terkait restrukturisasi organisasi, kemandirian anggaran,

contempt of court, modernisasi sistem administrasi kelembagaan.

Kerangka Regulasi

Merupakan usulan atau identifikasi kebutuhan peraturan perundang-undangan (khususnya UU),
yang diperlukan dalam rangka pencapaian arah kebijakan dan strategis yang dicanangkan oleh
K/L. Sebagian besar dari RUU yang diusulkan'ini, juga telah masuk dalam rincian output RPJMN
yang dibebankan ke beberapa kementerian terkait.

1. Kajian RUU Hukum Acara Pidana 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi

- penanganan perkara
2. Kajian RUU Hukum Acara Perdata Cat: sudah masuk dalam rincian

Kajian .. RUU . Perubahan Kepailitan dan output di kementerian lain
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Kajian.RUU Badan Usaha
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Kajian RUU Jaminan Benda Bergerak

Kajian RUU Kekuasaan Kehakiman 1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
- penanganan perkara
Kajian RUU Mahkamah Agung 2.Membangun integritas

Kajian RUU Peradilan Umum/TUN/Agama/ 3. Meningkatkan kapabilitas organisasi
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9. Kajian RUU Pengadilan Pajak
10. Kajian RUU Jabatan Hakim
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Kerangka Regulasi

Selain itu, dalam Renstra ini MA hendak mengajukan identifikasi beberapa regulasi lainnya dan
regulasi internal yang perlu untuk dievaluasi dan disempurnakan dalam rangka mencapai arah
kebijakan dan strategis.

1. Rancangan PERPRES Kepaniteraan Mahkamah Agung

Rancangan PERPRES Sekretariat Mahkamah Agung

Rancangan PERMenpanRB Jabatan Fungsional Panitera

Rancangan PERMA Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik
Rancangan PERMA Pelaksanaan dan Eksekusi Putusan

Rancangan PERMA Mediasi

Rancangan PERMA Gugatan Sederhana

Rancangan PERMA Restitusi

© N o o bk w DN

9. Rancangan PERMA Keterbukaan Informasi dan Perlindungan Data Pribadi
10. Rancangan PERMA Panduan Pemidanaan Tipikor
11. Rancangan PERMA Panduan Pemidanaan Narkotika

12. SK KMA tentang pola rekrutmen, jenjang karir, promosi;:mutasi dan rotasi hakim

Kerangka Kelembagaan

1. Perubahan Struktur Perubahan'struktur dan fungsi pada:

Organisasi 1) BUA yakni Biro Hukum dan Humas, Biro Renog, Biro
Keuangan, Biro Kepegawaian, Biro Perlengkapan

2) Badan Pengawasan

3) Dirjen Badan Peradilan yaitu Direktorat Pratalak,
Direktorat Binganis Miltun

4) Kepaniteraan yaitu pada Kepaniteraan Muda Perkara

2. Penyesuaian Pengelolaan | Perubahan tata laksana SDM untuk memastikan
Fungsi SDM.dan Aparatur | terpenuhinya  siklus manajemen SDM  berbasis

Peradilan kompetensi, serta konsekuensi perubahan organisasinya
3. Penyesuaian Buku I, I, lll | Kodifikasi berbagai peraturan MA di bidang Organisasi,
dan IV Tata Laksana, Manajemen Perkara, Pengawasan dan

SDM untuk memastikan konsistensi dan simplifikasi
regulasi




